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MOTTO

Diwgjibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu
benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan
boleh jadi pula kamu menyukal sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
(terjemahan Surat Al-Bagarah ayat 216)*

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa dergjat.
(terjemahan Surat Al-Mujadalah ayat 11)*

D Departemen Agama Republik Indonesia. 2011. Al Qur’an dan Terjemahannya. Bandung :
Dipenegoro
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Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata
yang berjudul “ Tata Cara Penghitungan, Penetapan, dan Pembayaran Pgjak Air
Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar
hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum
pernah digukan pada instans mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya
bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap
ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan
dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika

ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Januari 2017
Y ang menyatakan,

LutfiaIndana Zulva
NIM 130903101001
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RINGKASAN

Penghitungan, Penetapan, dan Pembayaran Pajak Air Tanah pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Lutfia Indana Zulva, 130903101001,
2017 69 halaman + xvii halaman; Jurusan IImu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial

dan IImu Poalitik Universitas Jember.

Pgjak Daerah merupakan komponen utama dalam penghasilan daerah.
Saah satu dari jenis pgak yang di pungut oleh pemerintah daerah Kabupaten
Jember adalah pagjak air tanah. Dengan meningkatnya kebutuhan masayarakat
mengenai air tanah, maka terjadi peningkatan pada pemungutan pajak air tanah,
tentunya dalam perpgakan air tanah terdapat prosedur yang dilakukan dalam
penghitungan, penetapan, dan pemungutannya. Hal tersebut yang melatarbel akang
penulis ingin mengambil tema dan judul mengenai penghitungan, penetapan, dan
pemungutan pajak air tanah.

Penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember khsusunya di bidang perpajakan air tanah. Praktek
Kerja Nyata tersebut dilaksanakan sgjak 1 September 2016 sampa dengan 31
September 2016 yang setara dengan Hasil dari Praktek Kerja Nyata yang penulis
lakukan adalah penulis memahami konsep dari perpajakan daerah, perpajakan air
tanah mencakup penghitungan, penetapan, dan pembayaran serta prosedur
birokras dari pgjak air tanah.

Pajak daerah merupakan iuran warga terhdap beberapa ha yang ia
gunakan atau miliki dalam sebuah daerah yang diberikan kepada pemerintah
daerah dan bersifat wajib tanpa mendapatkan imbalan langsung, serta hasil dana
iuran tersebut digunakan pemerintah daerah untuk membayar pengeluaran umum
daerah. Pgjak Daerah di atur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang No0.34 Tahun 2000. Salah satu dar jenis pgak yang dipungut
daerah adalah pgjak air tanah.
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Pgjak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan
air tanah. adapun prosedur birokrasi dari pelaksanaan pgak air tanah sebagai
berikut: Wajib pgjak mendaftarkan diri pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember. Selanjutnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memberikan
surat balasan yang beriss mengenai pgak terhutang dan harus dibayar dalam
wakttu 30 hari atau pada satu masa pgjak. Wajib pgak membayar pajak terhutang
kepada Bank Jatim yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jember, yakni
Bank Jatim.

Pengamatan penulis terhadap program pajak air tanah yang dilakukan oleh
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, telah sesua dengan pertaruan
perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga sesuai dengan teori perpajakan

yang telah dipelgjari.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 3070/UN25.1.2/SP/2016, DIllI
Perpajakan Jurusan IImu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Jember)
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Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan sebuah peluang bagi sebuah daerah untuk
mengelola sendiri daerahnya demi mencapai kesejahteraan yang optimal di daerah
tersebut. Adapun sumber-sumber yang dapat dipergunakan daerah dalam
mengembangkan daerahnya antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, serta Pendapatan Asli Daerah lainya yang sah.

Pajak daerah merupakan sumber dominan dalam PAD. Selain pajak daerah
sumber PAD yang lain meliputi hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain lain. Seluruh sumber PAD ini dimaksudkan agar
daerah dapat menggali pendanaan dalam rangka melaksanakan pembangunan
berbasis otonomi daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
tentang pajak daerah, pagak daerah yang ditangani di Kabupaten Jember oleh
Dinas Pendapatan Kabupaten Jember meliputi, pgjak bumi dan bangunan pedesan
dan perkantoran (PBB P2), hotel, reklame, restoran, parkir, hiburan, penerangan
jalan, air permukan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB),
dan lain lain. Pgjak air permukaan atau pgak air tanah sebagai salah satu jenis
pajak yang wajib dibayar, memiliki andil yang besar dikarenakan kebutuhan air
pada masyarakat Kabupaten Jember sampa dengan tahun 2016 mencapai
24.434.100 liter/hari. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk
mencari tau bagaimanakah cara penghitungan, penetapan, dan pemungutan Pajak
air tanah di Kabupaten Jember.
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1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah cara penghitungan, penetapan, dan pembayaran pajak air tanah di
Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui perpajakan air tanah

b. Tujuan Khusus

1) Mengetahui cara penghitungan pajak air tanah

2) Mengetahui cara penetapan pajak air tanah

3) Mengetahui cara pembayaran pajak air tanah

1.3.2. Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Praktek KerjaNyataini sebagai berikut.
a. Menambah wawasan penulis mengena Pgjak air tanah

b. Meningkatkan keahlian dan keterampilan di bidang perpajakan air tanah

mencakup penghitungan, penetapan, dan pembayaran

c. Sebaga wadah bagi penulis untuk menghadapi dunia kerjadari pengalaman
praktik kerja nyata yang telah dilakukan penulis pada Dinas Pendapatan
Kabupaten Jember.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

21  Pengertian Umum tentang Per pajakan

2.1.1 Defins Pajak

Pajak didefinisikan sebagai berikut :

a. Pgak adalah bentuk kewgjiban dalam kontribusi yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang serta tidak diberikan imbalan langsung, kepada
sebuah Negara oleh pihak terutang yakni pribadi maupun suatu badan
(Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2016).

b. Pgak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
sehingga bersifat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) dan iuran tersebut digunakan untuk membayar pengeluaran
umum ( Sumitro, dalam Marsyahrul, 2011).

c. Pgak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal yang disebut
dengan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk
membayar pengel uaran-pengel uaran umum (Supramono, 2010).

Jadi, Pgjak merupakan iuran oleh terutang pajak yakni warga ataupun
badan kepada negara, yang bersifat memaksa karena memiliki dasar hukum
perundang-undangan dan tidak mendapatkan imbalan balik secara langsung atau
disebut dengan kontraprestasi. Adapun hasil iuran tersebut digunakan oleh Negara

untuk membayar pengeluaran — pengel uaran umum.

2.1.2 Fungs Pajak
Beberapafungsi pajak menurut Marsyahrul (2011) antaralain:
a. Budgeter, pgak berfungs sebagai pemasuakan keuangan bagi Negara dengan
sebesar-besarnya untuk membiayai pengeluaran umum
b. Regulerend, pajak berfungsi sebagai hal yang mengatur dalam pencapaian
tujuan-tujuan Negara, contog : seperti perubahan tariff, keringanan-kerinagan,
dil.
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2.1.3 Pemungutan Pajak

a.

1)

2)

3)

4)

5)

1)

Syarat Pemungutan Paj ak

Menurut Supramono (2010), syarat pemungutan pajak sebagal berikut :

Adil, mengartikan bahwa pemungutan pajak sesuai dengan kemampuan bayar
dan manfaat yang dimintawajib pajak, serta dilakukan secara merata
Berdasarkan Undang-undang, mengartikan bahwa terdapat |andasaran hokum
yang mengatur untuk mewujudkan pemungutan pajak yang adil

Tidak mengganggu perekonomian, mengartikan pemungutan pajak tetap
harus memperhatikan kelancaran system perekonomian dan tidak
menyebabakan kel esuan perekenomian negara

Efisien, mengartikan biaya yang dibutuhkan dalam pemungutan pajak harus
seminimal mungkin dan hasil pajak harus dapat dilakukan secara maksimal
Sederhana, mengartikan system pemungutan sebaiknya dilakukan dengan
cara yang sederhana, sehingga memudahkan wajib pajak dalam melakukan

pembayaran.

Azas Pemungutan Pajak
Menurut Smith (dalam Supramono, 2010), terdapat azas pemungutan
pajak, antaraain.

Equality, mengartikan bahwa terdapat keadilan. Wajib Pajak tidak ada yang

mengalami  diskriminasi, memperhatikan kemampuan wajib paak untuk

membayar pagjak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib paak
pemerintah. Azas Equality dibedakan menjadi :

1) Keadilan Horizontal, mengartikan bahwa beban pajak kepada semuawajib
pajak yang memperoleh penghasilan sana dengan jumlah tanggungan yang
sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

2) Keadilan Vertikal, mengartikan bahwa pemungutan pajak adil. Jika wajib
pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pagjak yang
sama.
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2) Certainty, mengartikan bahwa penetapan pajak harus jelas, dan tidak
dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib pgak harus mengetahuo secara
jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu
pembayarannya.

3) Convenience, mengartikan bahwa pemungutan pajak harus memperhatikan
kenyamanan dari wajib pajak. Hal tersebut berarti pagjak yang harus dibayar
oleh wajib pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, pada saat
memperoleh penghasilan.

4) Economics, mengartikan bahwa pemungutan paak harus seminimum
mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat

menghasilan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya.

c. Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Judisseno (2004) sistem pemugutan pajak dibedakan menjadi tiga
yaitu :

1) Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan
kewenangan pada petugas pgak untuk menghitung paak, dan kemudian wajib
pajak membayarnya, atau dalam hal ini wajib paak bersifat pasif. Sistem
tersebut sudah tidak berlaku setelah reformasi perpgjakan pada tahun 1984.
Adapun cirinya antaraain, (i) pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, (ii)
wajib pgjak bersifat pasif, dan (iii) hutang pajak timbul setelah petugas pajak
menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak;

2) Salf Assessment System adalah sistem yang memberikan kesempatan bagi wajib
pajak untuk menghitung, dan membayar sendiri pajak terutang yang melekat
padanya. Adapun ciri sitem tersebut antaralain, (i) paak terhutang dihitung
sendiri oleh wajib pgak, (ii) wajib pgak bersifat aktif dengan melaporkan dan
membayar sendiri pgak terhutang yang seharusnya dibayar, dan (iii)
pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali
oleh kasus-kasus tertentu sga seperti wajib pgak terlambat melaporkan atau
membayar pagjak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi
tidak dibayar;dan
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3) Withholding System adalah sistem yang memberi kewenangan kepada pihak
ketiga, sehingga pihak lain atau pihak ketiga berhak dalam dalam memotong
dan memungut besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak.

214 Tarif Paak
Menurut Supramono (2010), Tarif pajak merupagkan perhitungan paak

yang terutang. Tarif pajak dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

a tarif sebanding/proposional, presentase pengenaan pagak yang tetap
seberapapun pengenaan pajaknya
Contoh: PPN akan dienakan tariff pgak sebesar 10% atas berapa pun
peyerahan barang/jasa kena paj ak.

b. tarif tetap, tariff pgak yang tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan
pajak.
Contoh: beatarif untuk cek ataupun giro, sebesar apapun nominalnyatetap Rp
3.000,00,-

c. tarif progresif, presentase semakin besar sesuai dengan jumlah yang dikenai
pajak
Contoh: pajak penghasilan untuk pribadi yang bekerja di luar negeri dan di
dalam negeri

d. tarif degresif , presentasi tariff yang semakin kecil bila jumlah yang dikenai

pajak semakin besar.

2.1.5. Pengelompokan Pajak
Menurut Supramono (2010) Pajak dapat dikelompokan menjadi tiga antara
lain, jenis paak menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.
Penjelasannya sebagai berikut.
a. Menurut Golongannya
1) Pgjak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan
kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang
bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
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2) Pgjak tidak langsung, yaitu pgak yang pembebanannya dapat dilimpahkan
ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya

1) Pgak subjektif, yaitu pgak yang didasarkan atas keadaan subyeknya,
memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang selanjutnya dicari syarat
objektifnya (memperhatikan keadaan wajib paak). Contoh: Pagak
Penghasilan.

2) Pgjak objektif, yaitu pagak yang berpangka pada obyeknya, tanpa
memperhatikan diri wajib pgjak. Contoh: Pgjak Pertambahan Nilai, Pgjak
Penjualan atas Barang Mewah, Pgjak Bumi dan Bangunan.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya:

1) Pgak Pusat, yaitu pgak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiaya pengeluaran Negara. Contoh: Pgak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pgjak Penjualan Barang
Mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta Bea
Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2) Pgjak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam
PP No. 18 Tahun 1997 sebagaimana dengan PP No.34 Tahun 2000. Pgjak
daerah terdiri dari:

a) Pajak Propinsi, contoh: Pgjak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas
air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan lain-lain;

b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pgjak Restoran, Pajak Hotel, Pgjak Bumi
dan Bangunan, Pgak Hiburan,Pgak Reklame dan Pgak Penerangan
Jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan lain-lain.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Definisi Pgak Daerah

a. Menurut Soemarso (2007) pajak daerah adalah .iuran masayarakat daerah
kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa dan kontraprestasi untuk
membiayai pengeluaran daerah.

b. Menurut Sugianto (2008) paak daerah adalah pajak yang dipungut daerah
berdasarkan peraturan pajak dan ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan
pembiayaan rumah tangga pemerinta daerah.

c. Pgak Daerah, yaitu pgak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Jadi, pajak daerah adalah iuran kas wajib bagi warga daerah kepada daerah
yang dapat dipaksakan dan tidak adaimbalan dari pemerintah daerah.

2.2.2 Dasar Hukum Pgjak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah:
“Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000”.

2.2.3 JenisPgak Daerah
Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yakni :
a. Pgak Provinsi
1) Pgjak Kendaraan Bermotor dan diatas air 5%;
2) BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor dan diatas air 5%;
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5%;
4) Pgjak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
20%;
5) Pajak Rokok.
b. Pgak Kabupaten/ Kota
1) Pgjak Hotel 10%;
2) Pajak Restoran 10%;
3) Pajak Hiburan35%;
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4) Pgjak Reklame 25%;

5) Pgjak Penerangan Jalan 10%;

6) Pajakpengambilan bahan galian golongan C 20%;

7) Pajak Parkir 20%;

8) Pgjak Air Tanah;

9) Pgjak Sarang Burung Walet;

10) Pagjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3 Pajak Air Tanah (PAT)
2.3.1 Definisi Pajak Air Tanah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pgak Daerah dan Retribusi Daerah Pasa 1 butir 33 Pgak atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah di daerah yang merupakan sumber
potensi kekayaan aam yang dapat dijadikan sebaga salah satu sumber
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pendapatan Adli Daerah Kabupaten
Jember dapat digunakan untuk membiayai pembangungan dan penyelenggarakan
pemerintah daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang luas nyata dan
bertanggungjawab.

Pajak Air Tanah adalah pagjak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air
tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan
tanah atau bantuan di bawah permukaan tanah. Pgjak Air Tanah semula bernama
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP)
berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan merupakan jenis pajak
provinsi. Hanya sga berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
PPPABTAP di pecah menjadi dua jenis pgak,yaitu Pgjak Air Permukaan dan
Pgjak Air Tanah, dimana Pgak Air Permukaan di masukkan sebaga pajak
provinsi sedangkan Pgjak Air Tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota.
Menurut Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah yang dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan
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atau pemanfaatan air tanah umtuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan
pertanian rakyat, serta peribadatan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam
disekitarnya (dalam Siahaan:493)

2.3.2 Dasar Hukum Pgjak Air Tanah
Pajak Air Tanah memiliki dasar hukum yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgak Daerah dan
Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan
Air Tanah di Kabupaten Jember.

2.3.3 Objek Pgak Air Tanah
Objek Pgjak Air Tanah adalah pengamilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
Berikut yang dikecualikan dari objek Pajak Air Tanag adal ah:
1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanag untuk keperluan dasar rumah
tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan, dan
2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan

peraturan daerah.

2.3.4 Subjek Pgjak Air Tanah
Subjek Pgjak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

2.3.5 Wajib Pgjak Air Tanah
Wajib Pgak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
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2.3.6 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Air Tanah

Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nila
perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang
dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

a) Jenissumber air

b) Lokas sumber air

c) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air

d) Volumeair yang diambil dan/ atau yang dimanfaatkan

e) Kuditasair

f) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan
dan/atau pemanfaatan air

Besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud, ditetapkan
dengan peraturan bupati yang dapat ditinjau kembali paling sedikit satu tahun
sekali.

Tarif pgjak air tanah ditetapkan sebesar 20%. Besaran pokok Pagjak Air
Tanah yang terhutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah atau sgjak diterbitkan SKPD (Surat K etetapan Pgjak Daerah). Besaran pajak
air tanah yang terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud.
Pajak Air Tanah yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat air diambil.
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BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Latar Belakang Sgjarah dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember

3.1.1 Sgarah Dinas Pendapatan K abupaten Jember

Setelah diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember, Dinas
Pendapatan Kabupaten Jember tidak lagi berada dibawah naungan secretariat Sub
Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaan Dinas
Pendapatan Kabupaten Jember pun masih bertanggung jawab dilingkungan
secretariat Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada saat itu pula penataan
kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah belah. Setelah
kelembagaan-kelembagaan tersebut ditata kembali maka, Sub Direktorat Dinas
Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah
yang semakin berkembang, dan memiliki karyawan sebanyak kurang lebih 300
orang.

Otonomi daerah tidak hanya merubah Sub Direktorat Pendapatan Daerah
menjadi Dinas Pendapatan Daerah, melainkan menggabugkan Dinas Pasar
kedalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri
(mendagri) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh
pimpinan Dinas Pendapatan K abupaten Jember.

Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Jember adalah sebagai
unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jember dibidang pendapatan yang
dipimpin oleh seorang kepala dinas. Sehingga, Kepala Dinas Pendapatan Daerah
mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati, sedangkan pertanggung
jawaban dalam segi administrasi dilakukan melalui Sekretaris Daerah.

12
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3.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungs Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember
a. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

1) Dinas Kabupaten Daerah Kabupaten Jember berkedudukan sebagai unsur
pelaksana Pemerintah Kabupaten Jember di bidang Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember.

2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas, pelaksanaan tugas serta pelaporan semua tugas yang terlaksanakan
maupun tidak terlaksanakan kepada Bupati Jember, melalui Sekretaris
Daerah Kabupaten Jember.

3) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dalam melaksanakan tugas
dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten Jember.

b. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah

Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah
melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten Jember dalam merumuskan
kebijakan penerimaan Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagi Hasll Pajak /
Bukan Pgjak, dan menyelenggarakan pemungutan PAD, mengadakan koordinasi
dengan instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian tekhnis tentang penggalian
dan pengembangan pendapatan, evaluas dan monitoring serta pengendalian
pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan Bupati

Jember.

c. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Fungs Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, antaralain.
1) perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2) penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah;
3) pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan pendapatan daerah;
4) pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di  bidang pemungutan
Pendapatan Adli Daerah (PAD);
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5) penyelenggaraan pelayan dan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Adli
Daerah (PAD);

6) pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

7) pemberian ijin tertentu di bidang pendapatan daerah;

8) evaluasi, monitoring, dan pengendalian pemungutan Pendapatan Adli Daerah
(PAD);dan

9) Pemberian dukungan teknis dan administrasi dibidang Pendapatan Asli Daerah
(PAD).

3.2 Vis dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Jember

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah Mewujudkan
Dinas Pendapatan Jember yang Antisipatif, Inovatif, dan Produktif”. Hal tersebut
dicanangkan akan terwujud dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Dengan
adanya vis tersebut Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, dapat memaksimalkan

tugas pokok dan fungsinya.
Adapun misi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, antaralain.

Merumuskan kebijakan di bidang pendapatan;
Menggali dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara Insentif;
Menyel enggarakan akuntansi pendapatan daerah;

Eal A

Memenuhi pemasukan daerah.

3.3 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Adapun Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, antara

lain:

a. melaksanakan sosisalisasi tentang Pajak Daerah / Retribusi Daerah baik secara
langsung maupun tidak langsung;

b. melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pgak Daerah dan
Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
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mel aksanakan pemutakhiran database Objek / SubjekPajak Daerah;
melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah;
mel aksanakan penyel esaian permohonan permasal ahan Pajak Daerah;

- 0o o 0

mel aksanakan pengendalian dan penertiban Pgjak Daerah / Retribusi Daerah;

melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah;

=gl

menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan / bimbingan teknis

tentang Pgjak Daerah;

i. pelaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribus Daerah
secaraonline;

j. pelaksanakan pelayanan pembayaran Pgak secara langsung ke masyarakat
(polling);dan

k. melaksanakan penyusunan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah /

Peraturan Bupati dan regulasi lainnya tentang Pgjak Daerah dan Retribus

Daerah.

3.4 Keorganisasian dalam Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.4.1 Struktur Organisasi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki jenis strukutr
organisas berbentuk pirmida, yang mengartikan bahwa kekuasaan tertinggi
organisasi terletak pada pimpinan, yang dalam hal ini berarti adalah Kepala Dinas,
Sekretaris, dan kemudian diikuti dengan Kepala Bagian Dinas Pendapatan
Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Kabupaten Jember memiliki bentuk susunan organisasi
fungsional yakni wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan-
satuan organisasi di bawahnya yang khsusu dalam bidang tertentu, hal ini
seringkali disebut dengan unit fungsional. Sehingga, pimpinan dalam setiap
bidang pekerjaan tertentu berhak memerintahkan semua pelaksana yang ada
selama masih menyangkut bidang kerjanya. Adapun struktur organisasi pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagal berikut.
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Struktur Organisas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

KEPALA DINAS

Kelompok Jabatan Sekretariat
Fungsional
Sub Bagian Umum
Bidang 1 (Pendataan dan Kepegawaian
dan Penyuluhan)
Sub Bagian
Bidang 2 (Penetapan Perencanaan dan
dan Verifikasi) Program
Bidang 3 (Penagihan Sub Bagian
Bidang 4 (Pembukuan
dan Pengendalian) Bidang Operasional

Unit Pelaksana
Teknis

Gambar 3.4.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2016

342 Tugas Pokok dan Fungs Pegawai Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember

a  KepalaDinas
Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.
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Sekretariat
Sekretariat terdiri dari: i)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; ii) Sub
Bagian Perencanaan dan Program; dan iii) Sub Bagian Keuangan. Adapun

tugas secretariat antaralain.

Tugas Sekretariat
Bertugas untuk mel aksanakan koordinasi surat
menyurat,kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol,
pengelolaan benda berhargahubungan masyarakat, pemeliharaan,
penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program, pelaporan dan tugas

lainyang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungs Sekretariat, antaralain:

a) membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-
bidang;

b) menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggung
jawaban keuangan,

c) melaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

d) melaksanakan pengelolaan administras kepegawaian, keuangan, gaji
pegawai, dan inventarisasi;

€) melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat
dan kearsipan;

f) menyiapkan datainformasi, keputusan, dan hubungan masyarakat;

g) melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan
semuaunit organisas di lingkungan Dinas Pendapatan;

h) mencatat penerimaan dan pengeluaran benda-benda berharga;dan

i)pelaporan redlisasi.
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Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Bertugas untuk melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan, dan

pel aporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian,serta

tugas lain yang diberikan oleh sekertaris. Adapun Fungsi Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian, adalah sebagai berikut.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

pelaksanaan tata usaha, tata naskah dan tata kearsipan serta pelaksanaan
urusan rumah tangga dan protokol;

penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris dan benda berharga;
pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang
inventaris dan benda berharga lainnya;

pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengamanan terhadap barang
inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan
kode barang;

penyiapan bahan untuk penyusunan alokas serta melakukan distribusi barang
inventaris dan benda berharga lainnya;

penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisas
barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas;

penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran, dan persediaan barang secara
periodik serta menyusun perhitungan / pertanggung jawaban pengurusan
barang;

pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data
kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat,
pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala,
pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup dinas;dan

penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan
disiplin, kesgahteraan, dan mutu pengetahuan pegawai di lingkup dinas.
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d. Sub Bagian Perencanaan dan Program
Bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan,
anggaran, laporan, dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. Adapun fungsi
Sub Bagian Perencanaan dan Program, sebagai berikut.
1) penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik
anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
2) penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan;
3) perencanaan terhadap pendapatan daerah;
4) perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan
Pendapatan Adli Daerah, Bagi Hasil Pgjak, dan Bukan Pgjak;
5) penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
tentang Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya;
6) penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas;
7) andisa, evaluasi, dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan sebagai
bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

e Sub Bagian Keuangan
Bertugas untuk melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang
diberikan oleh sekretaris. Adapun Fungsi Sub Bagian Keuangan, sebagai berikut.
1) pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak
langsung;
2) pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisas anggaran
pendapatan dan belanja Dinas;
3) pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
4) pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawal;
5) pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta
biaya-biayalain sebagai pengeluaran Dinas,
6) pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;dan
7) penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pgak Daerah dan Retribusi
Daerah ke Kas Dagerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).
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e.1 Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1)

Bertugas untuk melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek dan
subyek Pajak Daerah / Retribus Daerah, pengolahan data serta penygjian
informasi Pgjak Daerah / Retribusi Daerah serta pelayanan penyuluhan tentang
Pajak Daerah / Retribusi Daerah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas. Adapun Fungsi Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1)
, antaralain.

1) perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran Wgjib
Pajak Daerah / Retribusi Daerah, dan Obyek Pajak Daerah /Retribusi Daerah;

2) penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber
pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;

3) pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pgjak Daerah / Retribusi
Daerah, dan Objek Pajak Daerah;

4) pembuatan daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyimpan
surat perpajakan dan retribusi daerah;

5) pelaksanaan pengolahan data dan informasi Perpajakan dan Retribusi Daerah;

6) pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultas tentang Pagak
Daerah / Retribusi Daerah kepada masyarakat.

e.2  Bidang Penetapan dan Verifikas (Bidang 2)

Bertugas untuk melaksanakan perhitungan, penilaian, dan penetapan Pajak
Daerah /Retribusi Daerah serta melaksanakan verifikas administras dan  atau
lapangan atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Adapun Fungsi Bidang Penetapan dan
Verifikas (Bidang 2), antaralain.

1) pelaksanaan perhitungan penetapan nilai Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan
Obyek Pgjak Daerah;

2) pelaksanaan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3) penerbitan Surat K etetapan Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah;

4) pemberian legalitas terhadap Objek Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah;dan
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5) pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan Pgak
Daerah dan Retribusi Daerah.

e.3  Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3)

Bertugas untuk melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan
penyelesaian keberatan atas penetapan Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah, dan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Adapun Fungsi Bidang Penagihan
dan Keberatan (Bidang 3), antaraain.

1) pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

2) pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;dan

3) pelaksanaan penyelesaian sengketa pemungutan Pgjak Daerah dan Retribusi
Daerah.

e.4 Bidang Pembukuan dan Pengendalian (Bidang 4)

Bertugas untuk melaksanakan urusan dibidang pembukuan dan
pengndalian operasional, yang meliputi pembinaan teknis pemungutan,
pelaksanaan pembukuan, dan pelaporan redlisas penerimaan Pgak Daerah,
Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak / Bukan Pgjak, dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang sah serta benda berharga, dan melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Dinas. Adapun Fungs Bidang Pembukuan dan
Pengendalian (Bidang 4), antaraain.

1) pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan Pgjak Daerah dan
Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;

2) pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala;

3) pelaksanaan pembinaan teknis operasiona Unit Kerja di daerah yang
mel aksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4) pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring
dan evaluas pendapatan daerah;

5) pelaksanaan koordinasi pencairan / pelimpahan Bagi Hasil Pgak / Bukan
Pajak;dan
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6) pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerjaterkait dalam rangka pengendalian
dan penertiban obyek Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah.

f. Bidang Operasional
Bidang opersiona mempunya tugas melaksanakan kegiatan operasional

penagihan, menghimpun, mengkoordinasi hasil pajak dan tugas lain yang

diberikan oleh kepala dinas.Adapun fungsi bidang ini, melipuiti:

1) pelaksanaan kegiatan operasiona penagihan serta menghimpun pemungutan
PBB pedesaan perkotaan;

2) pelaksanaan koordinasi pencairan bagi hasil pagjak atau bukan paak dari
pemerintah propinsi maupun pusat;

3) menyiapkan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan
pel aksanakan penagihan serta pemungutan;

4) penyusunan laporan secara berkaa realisas penerimaan Pgak Daerah dan
Retribusi serta PBB pedesaan perkotaan;dan

5) inventarisasi dan mendokumentasi surat-surat serta dokumen penagihan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas teknis kepala dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok ini
terdiri dari sgjumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, setiap kelompok dipimpin oleh
tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas. Untuk jumlah
jabatannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, dan untuk jenis

serta jenjang jabatan fungsional di atur sesuai peraturan perundang-undangan.

h. Unit Pelaksana Teknis

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional
dinas dalam urusan rumah tangga di dinas pendapatan yang mempunyai wilayah
kerja 1 kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan
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berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang

diberikan oleh kepala dinas. Adapun fungsi UPT meliputi:

1) menyiapkan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan dinas
pendapatan;

2) pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dinas pendapatan;

3) pengelolaan,  pelaksanaan, pengadaan, pengumpulan,  pengelohan,
penyimpanan, perawatan, dan penyajian bahan sarana dan prasarana;dan

4) penyetoran hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi ke kas daerah melalui

bendahara penerimaan dinas pendapatan daerah.

UPT dinas pendapatan terdiri:

1) UPT Jember Timur;

2) UPT Jember Barat;

3) UPT Jember Tengah;

4) UPT Jember Selatan;

5) UPT Wisata Pantai Watu Ulo;

6) UPT Hotel dan Pemandian Kebonagung;

7) UPT Hotel dan Pemandian Rembangan;

8) UPT Sarana Prasarana Olahraga dan Balai Serba Guna;dan
9) UPT Pemandian Patemon.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari Praktek Kerja Nyata yang penulis
laksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, adalah sebagal
berikut.

a. Dari pembahasan bab 4 dapat dismpulkan bahwa Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan prosedur perpajakan
dengan benar,yang dimana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
mengacu dalam Undang — Undang dan Peraturan Daerah yang berlaku.

b. Prosedur Penghitungan Penetapan Pembayaran Pagjak Air Tanah sendiri
adalah menggunakan system Official Assessment System dengan tarif
20% sesuai Undang — Undang Peraturan Daerah yang berlaku. Official
Assessment System suatu system pemungutan yang memberi wewenang
kepada pemerintah ( fiskus ) untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang wajib pajak.

c. Adapun prosedur birokrasi perpajakan air tanah adalah sebagai berikut :
1) Wagjib pagjak air tanah mendaftarkan diri dengan mengisi SPTPD

2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menindaklanjuti SPTPD
dengan menerbitkan SKPD dan dengan diterbitkannya SKPD wajib
paak air tanah wajib membayar pgak air tanah yang terhutang tidak
lebih dari 30 hari, jika lebih dari waktu yang ditentukan ditetapkan
adanya bunga administrasi sebesar2%

3) Pembayaran Pgjak terhutang dapat dilakukan pada Bank yang telah
ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jember, setelah melakukan
pembayaran maka Wajib Pgak akan mendapatkan SPPD (Surat
Setoran Pajak Daerah)

33
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4. Hal — ha mengena penghitungan pajak air tanah telah dijelasakan dengan
lengkap pada Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2011 tentang
Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Jember.

5.2 Saran

Dengan melihat kegiatan pada dinas pendapatan kabupaten jember
maka saran untuk dinas pendapatan kabupaten jember agar :

a) Diharapkan kantor dinas pendapatan daerah kabupaten jember dalam
mel akukan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak
atau terlambat harus tegas professional dan transparan. Karena untuk
menghindari kesalah pahaman antarawajib pajak dan petugas pajak.

b) Prosedur penghitungan penetapan pembayaran pajak air tanah pada dinas
pendapatan kabupaten jember agar ditulis sebagai pedoman dalam surat
objek pajak, untuk memudahkan bagi wajib pajak dalam membayarkan
pajak terutangnya.
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Lampiran A. Surat Permohonan Magang di Dinas Pendapatan Darah Kabupaten Jember

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
. Kal ~ Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email ; fisip'@ unej.ac id

Nomor : 2944 /UN25.1.2/SP/2016 30 Agustus 2016
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan
magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa
kami di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun nama mahasiswa
yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No NAMA NIM Program Studi
1. | Lutfia Indana Zulfa 130903101001 Diploma Il Perpajakan
2. | Rizki Nurmauli Nikmah 130903101012 Diploma Il Perpajakan
3. | Mu'linatul Bariyyah | 130903101015 Diploma [il Perpajakan
4. | Bagus Wiyono 130903101021 Diploma II1 Perpajakan
5. | Anugrah Okta Riadi 130903101031 Diploma [l Perpajakan
6. | Bakhtiar Pujayitno 130903101041 Diploma 11I Perpajakan
7. | Verliana Mira Mithaya 130903101052 Diploma III Perpajakan
I‘*B. Lutfi Rifayanti 130903101058 Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

pawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D.
11828 199201 1 001

i
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Lampiran B. Surat Balasan dari Dinas Pendapatan Daerah K abupaten Jember

- S, )

)

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 & 337112 JEMBER 68121

Jember, 31 Agustus 2016

Nomor 1 2944/&72 [ 35.09.422 / 2016 Kepada

Sifat : Penting Yth. Pembantu dekan I

Lampiran : -- ! Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perihal 1 Persetujuan Tempat Magang Universitas Jember

JEMBER

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Jember Nomor : 2544/UN25.1.2/SP /2016 tanggal 30 Agustus 2016
perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Dinas
Pendapatan Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No. Nama NIM Program Studi
1. | Lutfia Indana Zulfa | 130903101001 D-3 Perpajakan
2. | Rizki Nurmaull Nikmah 130903101012 D-3 Perpajakan
% My‘linatul Bariyyah 130903101015 D-3 Perpajakan
4, | Bagus Wiyono 130903101021 D-3 Perpajakan
S. | Anugrah Okta Riadi 130903101031 D-3 Perpajakan
6. | Bakhtiar Pujayitno 130903101041 D-3 Perpajakan
7. | Verliana Mira Mithaya 130903101052 D-3 Perpajakan
8. | Lutfi Rifayanti ] 130503101058 D-3 Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai
tanggal 01 September 2016 s/d 30 September 2016.
Demikian untuk menjadikan maklum,

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

38

Lampiran C. Surat Tugas Mahasiswva

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER :
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email ; fisip@unei ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 3070/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor
2944/813/35.09.422/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal persetujuan tempat magang,
‘'maka dengan ini Dekan Fakultas limu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No NAMA NIM Program Studi

1. | Lutfia Indana Zulfa 130903101001 Diploma III Perpajakan
2. | Rizki Nurmauli Nikmah ©130903101012 Diploma Iil Perpajakan
3. | Mu'linatul Bariyyah 130903101015 Diploma Il Perpajakan
4. | Bagus Wiyono 130903101021 Diploma III Perpajakan
5. | Anugrah Okta Riadi 130903101031 Diploma IIl Perpajakan
6. | Bakhtiar Pujayitno 130903101041 Diploma III Perpajakan
7. | Verliana Mira Mithaya 130903101052 Diploma III Perpajakan
8. | Lutfi Rifayanti 130903101058 Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, mulai
tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

"19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi Diploma [II Perpajakan

3. Mahasiswa yang Bersangkutan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

39

Lampiran D. Surat Tugas Dosen Supervis

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI. DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FARULTAS IEMU SOSIAL DAN L '\ll POLITIK
I Kalimantans 37 - Kampus Elumqu,aibom lclp 1 A
Fax (0331) 335586 Jember 68121 + “

33442

SURAT TUGAS

Nomor : 3284/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan [lmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, 5.E.M.5i.Ak
NIP : 198603112015041001
Jabatan : Tenaga Pengajar

Pangkat, golongan : Penata Muda Tk.I, [Ii/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas llmu Sosial
dan llmu Politik Universitas Jember di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember,
terhitung mulai tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016. Adapun
nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No NAMA NIM Program Studi |

1. | Lutfia Indana Zulfa 130903101001 Diploma It Perpa]akgn - _'

2. | Rizki Nurmauli Nikmah 130903101012 Diploma Il Perpa]akari

3. | Mu'linatul Bariyyah 130903101015 Diploma IIl Perpajakan

4. | Bagus Wiyono 130903101021 Dipl 111 Perpajak

5. | Anugrah Okta Riadi 130903101031 Diploma [1I Perpajakan

6. | Bakhtiar Pujayimo 130903101041 Diploma III Perpajakan

7. | Verliana Mira Mithaya 130903101052 |  Diploma Ill Perpajakan

8. | Lutfi Rifayanti 130903101058 | _ Diploma [l Perpajakan
Demikian surat tugas ini untuk dilak I deng; baik-baiknya.

Iember 23 Septyﬁ\bn_r 2016

}\w e 2 AL

77»@)&(

NF19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIF UNE] (sebagai laporan)

2. Ketua Program Studi D11l Perpajakan FISIP UNE)
3. Kasubag Akademik FISIP UNE|
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Lampiran E. Surat Tugas Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
Nomor: 35‘!4{UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D 11l Perpajakan
Fakultas [lmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas limu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawabh ini:

PANGKAT/

NO NAMA GOLONGAN JABATAN KETERANGAN
1 7| Drs. Sugeng Iswono,M.A Pembina/IV.a Lektor Kepala DPU
NIP. 195402021984031004

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama

NIM

: Lutfia Indana Zulva
+130903101001

Program Studi : D Il Perpajakan

Judul

: Prosedur Penghitungan Penetapan Pembayaran Pajak Air Tanah Pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

_ =" 'Ditetapkan di Jember
3 Pada Tanggal : 12 Oktober 2016

- Dr. Hary Yuswadi M.A,}
195207271981031003

[ NIP

Tembusan

1. Kasubag. Pendidikan

2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Pertinggal ,Z
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Lampiran F. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

1. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email: fisipunci@telkom.nes, Telp, (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

NO. |  INDIKATOR PENILAIAN ANG‘;;L Al e
1 | Penguasaan Materi Tugas Delapan puluh dua 82
2 | Kemampuan / Kerjasama Delepan puluh dua 82
3 Etika Delapan puluh 80
4 | Disiplin Belagin pildh a0
NILAI RATA - RATA . A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

LUTFIA INDANA GULVA.

Nama .
NIM 12000900 oo
Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama
NIP

Jabatan
Instansi
Tanda Tangan :

PEDOMAN PENILAIAN :

[No. | ANGKA | HURUF KRITERIA
e 18 80 = A Sangat Baik
|2 70-79 - B Baik
3 60 - 69 Cc Cukup Baik
4 50 - 59 D - Kurang Baik |
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Lampiran G. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata

Fempet KX 1/97"49 3 /aa-zmng‘\.m dan /a&l‘af&n

i e U fom ber J&birgme For /i Jakon :
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Lampiran H. Daftar Konsultasi Bimbingan Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja
Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
11 Kalimanan — Kampos Tegubow Telp. (0531} 333385, 330342 Fas [0331] 135585 Jamber 68121
Email . fisgumejificiiom.pet. Telg, (83311 332734

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA IIT PERPAJAKAN - FISIP UNE]

MNama

NIM PO A
Jurusan 1 llmu Administrasi

Pro Studi : Diploma 111 Perpajukan
Ptk :.-T-'.'.f.f‘s*mgj"?*? BT o7 /R €03

g oang | Kecomalan Lecss
Judul Laporan :
{bahasa Indonesia)
Tetks, Covm _n.-_lg}uhﬁ‘}?ﬂ - ellaan ?ﬁuﬁt_nfuﬁn ‘F:jcd'- Ave Towed,

e
Jocadir op Cotooloaben , Determination, Bugmast of (erse Tour =t

N TANDA
ND | HARITANGGAL JAM URAIAN KEGIATAN TANGAN
) PEMBIMBING

i & Jonver dot o . oo 'Erimhrgu Toekud

A | § Toawen sery fo oo Bimbingen BAB | ol 2 [ o
| & |10 Jomeen soi7 I co Pumbimgen BAR 3 clow 4 T

4. | 1 Tetnween 2067 i.on Kesmpdan /e
Catatan :

= Lembaran ini DIBAWA sast konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulian di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PEN
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Lampiran |. Jadwal Praktek Kuliah Kerja Nyata

44

Tanggal Aktivitas Manfaat
1 September 2016 Pemeriksaan Vaidasi dan  Mengetahui tatacara
cetak barcode validas validas dan cara
memberikan barcode pada
SSPD - BPHTB
2 September 2016 Pemeriksaan Validas dab ~ Mengetahui tatacara
cetak barcode validas validas dan tata
memberikan barcode pada
SSPD - BPHTB
5 September 2016 Mengist SKPD Reklame Mengetahui tatacara
mengaj ukan ijin memasang
reklame serta berapa pajak
tiap tipe reklame
6 September 2016 Mengis SKPD Reklame Mengetahui tatacara
mengajukan izin
memasang reklame serta
berapa pajak padatiap tipe
reklame
7 September 2016 Menghitung SSB setiap Mengetahui nama-nama
Notaris se Kabupaten notaris se Kabupaten
Jember sesuai dengan SIB Jember
- Hibah
8 September 2016 Menghitung SSB setiap Mengetahui tatacara
Notaris se Kabupaten penghitungan SSB pada
Jember sesuai dengan AJB  setiap notaris
- Hibah
9 September 2016 Validas dan cetak barcode Mengetahui tatacara
validas dan tatacara
memberikan barcode pada
SSPD - BPHTB
13 September 2016 Validas dan cetak barcode Mengetahui tatacara

validas dan tatacara
memberikan barcode pada
SSPD - BPHTB
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14 September 2016 Validas dan cetak barcode Mengetahui tatacara
validas dan tatacara
memberikan barcode pada
SSPD - BPHTB
Mengetahui tatacara
penghitungan SSB pada

Menghitung SSB setiap setiap notaris

notaris se Kabupaten

Jember sesuai dengan AJB

— Hibah

Verifikas lapangann ke

hotel cempaka hil dan GM

Hotel Mengetahui tatacara
pemeriksaan langsung
pajak hotel dan restoran

15 September 2016 Validas dan cetak barcode Mengetahui tatacara
validas dan tatacara
memberikan barcode pada
SSPD - BPHTB

16 September 2016 Validas dan cetak barcode Mengetahui tatacara

validas dan tatacara
memberikan barcode pada
SSPD - BPHTB
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19 September 2016

Validas dan cetak barcode

Pengisian SKPD Reklame

Mengetahui tatacara
validas dan tatacara
memberikan barcode pada
SSPD - BPHTB

Mengetahui tatacara
mengajukan izin
memasang reklame serta
berapa pajak padatiap tipe
reklame

20 September 2016

Validas dan cetak barcode

Verifikasi

Mengetahui tatacara
validas dan tatacara
memberikan barcode pada
SSPD - BPHTB

Mengetahui tatacara
pemeriksaan langsung
pajak hotel dan restoran

21 September 2016

Verfikasi

Validas dan cetak barcode

Mengetahui tatacara
pemeriksaan langsung
pajak hotel dan restoran

Mengetahui tatacara
validas dan tatacara
memberikan barcode pada
SSPD - BPHTB

22 September 2016

Validas dan cetak barcode

Pengisian ijin reklame

Mengetahui tatacara
validas dan tatacara
memberikan barcode pada
SSPD - BPHTB

Mengetahui alur ijin
reklame
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23 September 2016

Validas dan cetak barcode Mengetahui tatacara

Verifikasi

validas dan tatacara
memberikan barcode pada
SSPD - BPHTB

Mengetahui tatacara
pemeriksaan langsung
pajak hotel dan restoran

26 September 2016

Verifikas

Mengetahui tatacara
pemeriksaan langsung
pajak hotel dan restoran

27 September 2016

Verifikasi

Mengetahui tatacara
pemeriksaan langsung
pajak hotel dan restoran

28 September 2016

Verifikas

Mengetahui tatacara
pemeriksaan langsung
pajak hotel dan restoran

29 September 2016

Verifikasi

Mengetahui tatacara
pemeriksaan langsung
pajak hotel dan restoran

30 September 2016

Verifikas

Mengetahui tatacara
pemeriksaan langsung
pajak hotel dan restoran
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Lampiran J. Surat Ketetapan Pgjak Daerah Pgjak Air Tanah

S0 N/1M10R2014

L

SPTPD . 2081401343 PR RTART -5 1P

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDAPATAN

Juwa No, 72 8 0331-337112 Fax, 0331-334894 JEMBER

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

PAJAK AIR TANAH
( SPTPD - AIR TANAH )

N1n1a Wajib Pajck
1. NPWP
2. Alamal Wajib Pajak

" Duss gy derigan NEWH yang demadiy |
WORUK. m»}a B

3 Nama Usaha o
4. Tahun Pajak v
5. Masa Pajak Lk .
4. Jumlah Pemakaian 50
7. Jumiah Pajak Terhutang : Rp 348, &9(7 j
‘ % ] idin JUMLAH RUPIAH MENURUT
) Watlb Pajak Fikus Pembshasan Akhir (dsetui}
1 | Palak Air Tanah
8. Jenks Usahd wuieussamseimnasinns
Volume ..., m? x Tarif
Valume ... m? % Tarif
b, Janis USaha ......ccoressmaisisnss
Volume ..... . ¥ x Tarif
Volume uvimaen. MY x Tarif
2
3
4
P51 Al el usiya dibayar el
i 6 n_yang harus gibayar
Jember. .. ...

Waph Pajak
¥

PENGESAHAN

] Dihitung Diteliti Disetujui Ditetapkan

! {o o~ ! i |

1 i s [ \ Y
| ~— J‘ S LA

| b e £
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Lampiran K. Surat Tanda Setoran Pajak Air Tanah

L S B b

Eue st gy JEMBRR G
AN £ ABUPATEN JEMAER . SKPD
{SURAT UETETA

(B RE ST

eomeam T pk i8S
h i Pt
Me SKFD
SaaWE M ¥ 45
TELE G331 dafi " _’:‘;{_’
S

MHPWRO CEN e R
et © MEW BAR! UTAMAICOMVENTICN
Almeut LAY

AURUK AT2ATE KALIWATES JEMBER  nev WALIAATES

S il B NP SA007 20000831142
T« " , . Taril / Dassr

e Haes Rakanlag qu'.m" Paink Tarhutans

i Ve 154 40 L0

Fiih
G $al ¥
o il gz S Pheduipor Bty ori g Fatun Lo
: SRk SPrEs
? it b ATEM SAF BT, S S

a1 Sefen g

=5 jungen manignard:
b . PO Mt e 3RPO 0 Sl dalnde L

[ 3yar e WKl ¢

ik Dagre (EBR0N

WABUPATEN JFMSER

|
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e T R LA all |
LE HESALA DINAS PENTAPATAN
Acgraln BIDANG PENETAPLN & VESISIHAR

16790708 158003 2 204
TANDATERRA No. SKPD* 308142 M4
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L o og Al
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pes - TN
Ty, dem T =M


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

50

Lampiran L. Bukti Pembayaran Pgjak Air Tanah pada Bank Jatim

e
bankjatim ¢ - -
Covang ¥ # _ Tanggal:. o
jents Gaening - Ej Simeds 7 sttt @hmqan Hay jim P —— Dcsinnya ;
» e + Mata Uang ; 1 mepian O velas = |
Komnr Relaning / Customer ; Tunai / No. Warkat Jumiah Vaas Kurs Jurriai: Ragaah
fearma femili: Remesing =
Auarrat Beryetor
TOTAL
Infigrmasi Benpetor ! ERanin O isi Biays
tion Nasabaln, No. Tar i {
Dilah Keewii !
Bank | Jumilan yang credit

TEARILANG

M2y
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Lampiran M. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,
Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;
b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka
ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3209);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor € tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir
ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana
telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
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20.

21.

22,

23.

24,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4579);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 5161);
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Menetapkan

DAN
BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jember.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut
DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.

Bupati adalah Bupati Jember.
Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Kas Umum Daerah Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Jember.

1.
2.

® bW
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

19,

20.

21.

22

23.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besamnya
kemakmuran rakyat.

Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan pajak.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk
pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan homestay,
serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut
bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera,
lermasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian
yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang
menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas
nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang,
atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh
umum.

Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain
yang menjadi tanggungannya.

Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga
teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan
sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
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Nilai Jual Obyek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumiah
nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan
reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang
diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang
ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan
ekonomi dan/atau nilai promotif.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perUndang-Undang Republik
Indonesiaan di bidang mineral dan batubara.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah
permukaan tanah.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang hurung walet.

Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi yang termasuk marga collocalia,
yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia
linchi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut
wilayah kabupaten/kota.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada
tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau Badan.
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Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Republik Indonesia di bidang pertanahan dan bangunan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan
daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang
diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila
Waijib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat
yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarmnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan,
atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau
jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan
perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Juru Sita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan
tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus,
pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan
pajak.
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BAB Il
JENIS-JENIS PAJAK DAERAH
Pasal 2

Jenis pajak daerah terdiri dari :

Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Te ~o a0 o

Bagian Kesatu
PAJAK HOTEL
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Pasal 4

(1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan
pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya
memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan
serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon,
faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan
fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

(3) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : hotel, motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan
jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan, dan kegiatan usaha lainnya
yang sejenis.

(4) Tidak termasuk obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah
Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;

b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
c. jasatempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan,
dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
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Pasal 32
(1) Masa Pajak Reklame Permanen dan Reklame Terbatas adalah 1 (satu) tahun.

(2) Masa Pajak Reklame Insidentil ditetapkan sesuai dengan jangka waktu izin
penyelenggaraan reklame :

a. jenis Baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30
{tiga puluh) hari;

b. jenis Kain dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30
(tiga puluh) hari;

c. jenis Peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama
30 (tiga puluh) hari.

Pasal 33

Pajak Reklame yang terhutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak
diterbitkan SKPD.

Bagian Kelima
PAJAK PENERANGAN JALAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 34

Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.

Pasal 35

(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh
pembangkit listrik.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah :

a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten;

b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan,
konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;

c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari
instansi teknis , dengan kapasitas terpasang dibawah 35 KVA.

Pasal 36

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan tenaga listrik.

(2) Waijib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan
tenaga listrik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan
adalah penyedia tenaga listrik.
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Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 37

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual
Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya
pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung

berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka wakiu
pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten;

c. harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan
dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada harga satuan listrik yang
berlaku untuk Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 38

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

a.

b.

(1)

@

@3)

M
()

penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan untuk industri, pertambangan
minyak bumi dan gas alam, sebesar 10% (sepuluh persen);

penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk industri, pertambangan minyak bumi
dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen);

penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% (satu koma lima
persen).

Pasal 39

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Dalam hal pajak yang terutang dipungut oleh Perusahaan Listrik Negara, besaran
pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan Perusahaan Listrik Negara.

Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan
penerangan jalan.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 40

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka wakitu yang lamanya 1 (satu) bulan
kalender.

Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik
atau sejak disampaikan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Paragraf Kesatu
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(1)

2)

0]

2)

3)

ee. tawas (alum);

ff. ftras;

gg. yarosif;

hh. zeolit;

ii.  Phiropilit

ii. Onyx

kk. Kayu Kersik
Il.  MNapal/Pedel

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak
dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk
keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel
listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan
dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 43

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan
yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang
mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 44

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil
Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan
volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-
masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing jenis mineral
bukan logam dan batuan ditetapkan secara periodik berdasarkan Peraturan Bupati
sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di wilayah Kabupaten.

Pasal 45

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagaimana dalam lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46
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Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 47

(1) Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya
jangka waktu pengambilan.

(2) Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan yang terutang terjadi pada saat
pengambilan mineral bukan logam dan batuan dilakukan atau sejak disampaikan
SPTPD.

Bagian Ketujuh
PAJAK PARKIR
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 48

Dengan Nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan.

Pasal 49

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik
yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Kabupaten;

b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk
karyawannya sendiri;

c. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha
memperdagangkan kendaraan bermotor;

d. penyelenggaraan fasilitas parkir di tempat-tempat ibadah.

Pasal 50

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir
kendaraan bermotor.

(2) Waijib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat
Parkir.

Paragraf Kedua
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Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 51

(1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya
dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa
parkir.

Pasal 52
(1) Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
(2) Untuk tarif pajak parkir yang cuma-cuma sebesar 10% (sepuluh persen).

—_—

Pasal 53

Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud pada Pasal 51.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 54

(1) Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender,
sedangkan untuk parkir insidentil adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan
jangka waktu penyelenggaraan.

(2) Pajak parkir yang terhutang terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir atau
sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Kedelapan
PAJAK AIR TANAH
Paragraf Kesatu
Mama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 55

Dengan Nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan
Air Tanah.

Pasal 56
(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :

a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah
tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan

b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah, Pemerintah
Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;.
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Pasal 57

(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 58 '
(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam
rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor
berikut :

a. jenis sumber air;

lokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
kualitas air; dan

~0 oo

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau
pemanfaatan air.

(3) Besaran Nilai Perclehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati yang dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) tahun
sekali.

Pasal 59
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 60

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 61

(1) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

(2) Pajak Air Tanah yang terhutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah atau sejak diterbitkan SKPD.
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Bagian Kesembilan
PAJAK SARANG BURUNG WALET
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 62

Dengan Nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 63

Objek Pajak Sarang Burung \Walet adalah segala bentuk kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 64

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

(2) Waijib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara
Penghitungan Pajak
Pasal 65

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung
Walet.

(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan
volume sarang burung walet.

(3) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan secara periodik dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 67

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 68

(1) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan
kalender.
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(2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung walet atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Kesepuluh
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 69

Dengan Nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas
kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.

Pasal 70

(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau
Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel,
pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks
Bangunan tersebut;

. jalan tol;

kolam renang;

. pagar mewah;

. tempat olahraga;
galangan kapal, dermaga;
taman mewah;

Te -0 a0 o

. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
i. menara.

(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah objek pajak yang :

a. digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten
untuk penyelenggaraan pemerintahan;

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah,
sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan;

c¢. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani
suatu hak;

(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
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